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ABSTRACT 
THE REVIEW OF THE ROLE 0F EXAMINING IMPLEMENTATION 
AND ITS CONTRIBUTION AGAINST TAX RECEIPT IN KPP 
PRATAMA KARANGANYAR 
AGA ACHMAD HANIFAN 
F3406071 
 
  
 Tax is the biggest receipt source of the country, if it is compared by other 
source of income. Therefore In the implementation of tax assessment have to be 
controlled and protected by certain regulation. In order to be avoided from the matter 
that can decrease tax receipts for the country, so it needs tax examining. 
 The examining of tax is a set of activity to collect and cultivate data, 
explanation and/or evidence which is applied objectively and professionally based on 
a single standard of examining to the loyalty to fulfill tax obligation and /or for 
another purposes in line with the applying tax regulation. 
 Tax examining is done after issuing SKPKB, SKPLBor SKPN. Based n the 
observation of the author in KPP Patama Karanganyar , the impact of SKKP with tax 
receipts, especially SKPKB can be seen that from 2008 -2009 increasing from 0,48% 
become 2,08%, this si signed that happened the increasing of tax obligator who pay 
less payment (KB) that can decrease tax receipts, for that reason ,it needs tax 
examining to prevent that matter. 
Keyword : Eximining tax 
 
 
 
 
 
iii 
 
 
ABSTRAKSI 
TINJAUAN ATAS PERANAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN 
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA 
KARANGANYAR 
AGA ACHMAD HANIFAN 
F3406071 
 
Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang terbesar dibanding dengan 
sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak 
harus di awasi dan dilindungi oleh peraturan yang pasti. Agar terhindar dari hal-hal 
yang dapat mengurangi pajak yang diterima oleh Negara, maka diperlukannya 
pemeriksaan pajak. 
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan dilakukan setelah dikeluarkannya SKPKB, SKPLB atau SKPN. 
Berdasarkan pengamatan penulis di KPP Pratama Karanganyar, pengaruh SKP 
dengan penerimaan pajak, khususya SKPKB terlihat bahwa dari tahun 2008-2009 
terdapat kenaikan dari 0,48% menjadi 2,08%, hal ini menandakan bahwa terdapat 
peningkatan wajib pajak yang kurang bayar atau KB yang dapat mengurangi 
penerimaan pajak,untuk itu diperlukannya pemeriksaan pajak untuk mencegah hal 
tersebut.  
Kata kunci : Pemeriksaan pajak 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Don’t stop, tiil you get enough 
( Michael jackson) 
10 musuh kebanyakan, 1000 teman kurang 
( NN ) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta dengan 
dilandasi oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP.315/KMK. 01/2007 tanggal 11 
Juli 2007, yang berdiri sendiri seiring dengan program modernisasi perpajakan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pada awal berdirinya, KPP Pratama 
Karanganyar menggunakan nama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
Surakarta. Sehubungan digunakannya kantor tersebut sebagai Kantor Wilayah DJP 
Jawa Tengah II sekitar bulan januari 2007 maka untuk sementara waktu kegiatan 
operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke ex Kantor Pemeriksaan dan 
Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir bulan Desember 2007 tanpa 
perencanaan yang matang KPP Pratama Karanganyar pindah dari ex Karikpa 
Surakarta ke Gedung Megaria Jalan Raya Palur karena banjir bandang Sungai 
Bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen hanyut terbawa 
banjir. Sejak kepindahannya ke kantor baru tersebut, sarana dan prasarana KPP 
Pratama Karanganyar masih belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya 
ruang  untuk mesin-mesin komputer yang memerlukan ruang khusus yang relatif 
dingin hingga pernah terjadi suatu kejadian dimana mesin komputer terbakar 
karena suhu yang terlalu panas, pendingin udara yang belum semua terpasang, dan 
seringkali Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tidak bisa on line 
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sehingga harus menggunakan sarana-sarana manual. Sedikit demi sedikit KPP 
Pratama Karanganyar melakukan perbaikan baik dari tata ruang maupun fasilitas 
yang mendukung adanya kegiatan pelayan di kantor tersebut. Penataan dokumen 
pun mulai dilakukan.  
Struktur organisasi KPP Pratama Karanganyar terdiri dari : 
a. Kepala Kantor 
 Kepala kantor memiliki tugas mengkoordinasikan dan 
mengendalikan kegiatan operasional pelayanan dibidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan. 
b. Sub bagian Umum 
 Sub bagian umum memilki tugas melakukan urusan 
kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
 Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas, yaitu 
melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, 
penggalian potensi perpajakan, serta melakukan ekstensifikasi Wajib 
Pajak. 
d. Seksi Pelayanan 
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 Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan 
perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan 
kerjasama perpajakan. 
e. Seksi Penagihan 
 Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan 
penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan 
pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta 
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.  
f. Seksi Pemeriksaan 
 Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) 
serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 
g. Seksi Ekstensifikasi 
 Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan 
potensi perpajakan, pendataan obyek pajak dan subyek pajak, 
pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 
menunjang ekstensifikasi. 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 
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 Seksi pengawasan dan konsultasi terdiri dari 3 (tiga) waskon, 
yaitu waskon I, waskon II, dan waskon III. Seksi pengawasan dan 
konsultasi masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan 
kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau 
himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, 
pengawasan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 
melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan 
intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan 
pengurangan PBB serta BPHTB dan melakukan evaluasi hasil 
banding. 
 Setiap Waskon masing-masing membawahi beberapa daerah 
atau kecamatan, antara lain : 
1) Waskon I membawahi 14 kecamatan, meliputi : 
a) Karanganyar 
b) Karangpandan 
c) Kebak Kramat 
d) Tangen 
e) Tasikmadu 
f) Sambung Macan 
g) Mojogedang 
h) Sidoharjo 
i) Gemolong 
j) Mondokan 
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k) Sumber Lawang 
l) Tanon 
m) Kalijambe 
n) Masaran 
2) Waskon II membawahi 9 kecamatan, meliputi : 
a) Jaten 
b) Sragen 
c) Gondang 
d) Jatipuro 
e) Jenar 
f) Tawangmangu 
g) Sukodono 
h) Kedawung 
i) Matesih 
3) Waskon III membawahi 13 kecamatan, meliputi : 
a) Colomadu 
b) Gondangrejo 
c) Ngargoyoso 
d) Kerjo 
e) Jatiyoso 
f) Jumantono 
g) Plupuh 
h) Sambirejo 
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i) Ngrampal 
j) Karang Malang 
k) Jumapolo 
l) Miri 
m) Gesi 
i. Seksi Fungsional 
 Seksi fungsional mempunyai tugas menyampaikan Surat 
Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), melakukan pemeriksaan, dan  
melakukan penilaian terhadap obyek pajak dilapangan. 
j. KP2KP Sragen 
 KP2KP (Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan 
Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan)  Sragen mempunyai peran 
melakukan urusan penyuluhan dan konsulltasi dibidang perpajakan 
kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan peran tersebut, KP2KP 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
1)  Penyuluhan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat. 
2)  Pelayanan konsultasi dibidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada 
masyarakat. 
 
 
 
xix 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar I.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar 
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B. Tujuan Didirikannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. 
2) Untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak. 
3) Untuk memberi kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak dalam 
rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 
4) Untuk memberikan penilaian pembinaan wajib pajak yang dapat dilakukan 
dengan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan penyuluhan 
xxi 
 
pengetahuan tentang perpajakan, baik melalui media masa maupun 
penerangan langsung. 
5) Untuk menunjang perkembangan dan mempercepat terwujudnya 
pendapatan wajib pajak, khususnya di wilayah atau daerah wewenang KPP 
Pratama Karanganyar. 
 
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar  
1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Sebagai instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah.  
2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
 Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan 
pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang pajak penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan  atas Barang Mewah, dan 
pajak tidak langsung lainnya, dalam wilayah wewenang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. 
b) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat 
Pemberitahuan Masa, serta berkas wajib pajak. 
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c) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung 
lainnya. 
d) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan, penatausahaan, banding, dan penyelesaian restitusi Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambhan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya. 
e) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
f) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. 
g) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak. 
h) Pengurangan sanksi pajak. 
i) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak. 
j) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak. 
 
D. Latar Belakang Masalah  
Sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan UU perpajakan 
yang berlaku khususnya pajak penghasilan (PPh) berdasarkan sistem self-
assessment. berdasarkan sistem tersebut maka wajib pajak diberi kesempatan 
dan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar. 
Sistem ini dianut sejak terjadi reformasi di bidang perpajakan, Sejak reformasi 
tersebut Indonesia mulai menganut azas Self Assessment System dalam hal 
pemungutan pajak sebagai pengganti dari sistem Official Assessment. 
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Dalam system self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk 
menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat 
Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban 
melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan 
perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta 
melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui 
pemeriksaan pajak. 
Pemeriksaan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak, bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah 
rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib 
Pajak. Dengan pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami 
peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat 
kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. 
Pemeriksaan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat 
bahwa tidak ada seorangpun dapat menghindari kewajibannya sebagai warga 
Negara dan Negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan 
diperlakukan secara adil. 
Dengan demikian pemeriksaan pajak sangat diperlukan sebagai pagar 
penjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan 
yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum (law enforcement) melalui 
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pemeriksaan pajak diharapkan dapat menciptakan peraturan perpajakan yang 
fair, konsisten dan konsekuen. 
Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh fiskus adalah 
pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan lengkap. Pelaksanaan pemeriksaan 
sederhana dibagi menjadi dua yaitu, pemeriksaan sderhana kantor dan 
pemeriksaan sederhana lapangan yang selalu bertitik tolak dari SPT tahunan 
dan perlakuan atas kejadian atau transaksi yang berpedoman pada perlakuan 
SAK. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan kantor 
dilaksanakan oleh KPP yang terkait, dalam hal ini adalah KPP Pratama 
Karanganyar. 
Karena peranan pemeriksaan sangat penting dalam rangka menjaga 
pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak, maka penulis tertarik untuk 
mengambil judul “ TINJAUAN ATAS PERANAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 
PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP 
PRATAMA KARANGANYAR ”.  
E. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peranan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP 
Pratama Karanganyar ? 
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pemeriksa pajak dalam melakukan 
pemeriksaan pajak di KPP Pratama Karanganyar ? 
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F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang diambil penulis, tujuan yang ingin dicapai 
penulis adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak terhadap tingkat 
penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi pemeriksa pajak di 
KPP Pratama karanganyar. 
G. Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis 
Penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas 
pengetahuan tentang Pemeriksaan pajak. 
2. Bagi pemerintah 
Sebagai bahan masukan bagi instasi yang terkait dalam hal ini di KPP 
Pratama Karanganyar. 
3. Bagi pihak lain 
Agar dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi 
pihak lain. 
BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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A. Landasan Teori 
1. Definisi Pajak 
Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. 
Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak, definisi pajak menurut para 
pakar adalah:  
Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya Dasar-dasar 
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut : Pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul 
“Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang 
atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum. 
2. Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi budgetair adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 
untuk membiayai pengeluarannya. 
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b. Fungsi mengatur (regulerend) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi. 
3. Asas Pemungutan Pajak 
a. Asas domisili (asas tempat tinggal) adalah negara berhak mengenakan 
pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 
wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar 
negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 
b. Asas sumber adalah negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 
yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 
Wajib Pajak. 
c. Asas kebangsaan adalah pengenaan pajak dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri. 
4. Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official assessment system adalh suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
b. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
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c. With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang  kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 
Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. 
5. Pengelompokan Pajak 
a. Berdasarkan golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
c. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi: 
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
6. Pengertian pemeriksaan pajak 
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Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
dijelaskan mengenai definisi Pemeriksaan Pajak 
Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pegawai Direktorat Jendral Pajak, yaitu 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki keahlian sebagai pemeriksa pajak. 
Selain itu, pemeriksa pajak bisa merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur 
Jendral Pajak dan diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai pemeriksa 
pajak. Tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak adalah pegawai 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal 
Departemen Keuangan (Itjen Depkeu), pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP). 
7. Tujuan Pemeriksaan Pajak 
 Tujuan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2  Peraturan Menteri 
Keuangan RI No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Pajak yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah 
untuk : 
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1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 
memberikan   kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib 
pajak yamg dilakukan dalam hal: 
1.a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak,  
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak; 
1.b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Menunjukkan   Rugi; 
1.c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada 
waktu yang telah ditetapkan; 
1.d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang    
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; 
1.e. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi. 
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka: 
2.a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; 
2.b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
2.c. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 
2.d. Pencocokan data atau alat keterangan; 
2.e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 
xxxi 
 
Berdasarkan hukum tersebut, tujuan utama pemeriksaan adalah untuk 
menguji dan membina Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya 
(Tax Compliance). Tujuan ini diimplementasikan berdasarkan prinsip tidak 
ada satupun Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi yang tidak dapat 
diperiksa, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa karena 
secara yuridis Direktorat Jenderal Pajak harus memperlakukan hal yang sama 
(equal treatment) terhadap semua Wajib Pajak. 
Berdasarkan pada amanat Undang-Undang Perpajakan dan Keputusan 
Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menata kegiatan pemeriksaan 
untuk mewujudkan tujuan pemeriksaan dengan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan agar pelaksanaan pemeriksaan menjadi selaras dan terarah sesuai 
dengan misi yang diemban. 
Kebijakan pemeriksaan yang digariskan mencakup penatalaksanaan 
dan mekanisme pemeriksaan termasuk sistem dan prosedur penentuan Wajib 
Pajak yang akan diperiksa, dan tata cara pelaksanaan pemeriksaannya. 
8. Ruang Lingkup Pemeriksaan  
Penataan kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan memperbaiki tata 
cara dan kebijakan pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 
Desember 2007. 
 Secara garis besar ketentuan tersebut telah menata prasarat dilakukannya 
pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan telah diklasifikasikan menjadi 
pemeriksaan lapangan dan kantor, dengan uraian sebagai berikut : 
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1.  Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi 
kantor wajib Pajak, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain 
yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib 
Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas 
satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-
tahun sebelumnya. 
       Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi: 
a. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan      
terhadap Wajib Pajak, termasuk kerja sama operasi dan konsorsium atas 
seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 
sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik 
pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan 
pemeriksaan. 
b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang 
dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis 
pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor dalam tahun 
berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang yang dilaksanakan 
dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu 
menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. 
2. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak 
di kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan kantor meliputi 
suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 
sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan 
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Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 
empat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.  
9. Jenis Pemeriksaan 
Jenis Pemeriksaan yang lazim digunakan antara lain meliputi : 
1.  Pemeriksaan Rutin 
Yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib 
Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. 
Pemeriksaan rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut 
: 
a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan  Lebih 
Bayar; 
b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan Rugi Tidak 
Lebih Bayar; 
c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang termasuk dalam kategori 
Non Efektif (NE) selama dua tahun berturut-turut; 
d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan rugi yang 
pelaksanaan pemeriksanaannya dikaitkan dengan pelaksanaan 
Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak lainnya. 
e. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT thunan PPh walaupun 
telah dikirimkan Surat Tegoran dan tidak mengajujkan permohonan 
perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos dan Wajib 
Pajak kelompok Non Efektif (NE). 
f. Wajib Pajak Orang Pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
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g. Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; 
h. Data prioritas dan alat keterangan; 
i. Pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi. 
2. Pemeriksaan Khusus yaitu Pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap 
Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang 
berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan ini sifatnya sangat 
selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan terhadap: 
a. Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; 
b. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, termasuk 
melalui kotak pos 5000; 
c. Wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak; 
d. Wajib Pajak yang tidak memenuhi himbauan Direktorat Jenderal Pajak. 
3. Pemeriksaan WP Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, 
perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha dari WP domisili; 
4. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap WP yang dilakukan 
dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan mengumpulkan 
data dan/atau alat keterangan untuk tujuan tertentu; 
5.  Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk 
mendapatkan bukti pemulaan tentang adanya dugaan terjadi tindak pidana di 
bidang perpajakan  
xxxv 
 
6. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan yang terkoordinasi dari dua atau 
lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki 
hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan/atau finansial; 
7.  Pemeriksaan untuk Tujuan Pemeriksaan Pajak (Delingquensi Audit), yaitu 
pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan 
adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan 
Surat Paksa. 
10. Tahapan Pemeriksaan 
Secara garis besar pemeriksaan pajak dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu (1) 
persiapan pemeriksaan, (2) pelaksanaan pemeriksaan, (3) pembuatan laporan 
pemeriksaan pajak  
a. Persiapan  Pemeriksaan 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan 
adalah : 
a) Mempelajari berkas wajib pajak / berkas data. 
b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. 
c) Mengidentifikasi masalah. 
d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. 
e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. 
f) Menyusun program pemeriksaan. 
g) Menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam. 
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h) Menyediakan saran pemeriksaan. 
b. Pelaksanaan pemeriksaan 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah : 
a) Memeriksa di tempat wajib pajak. 
b) Melakukan penilaian dan pengendalian intern. 
c) Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. 
d) Melakukan pemeriksaan  atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen. 
e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. 
f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa. 
g) Melakukan sidang penutup. 
c. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak 
Laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan 
pemeriksaan yang merupakan ihtisar dan penuangan semua hasil 
pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang menghasilkan 
laporan-laporan : 
a) Keterangan umum, yaitu keterangan tentang wajib pajak yang diperiksa 
b) Pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi penilaian pemeriksaan atas pos-
pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksaan. 
c) Hasil pemeriksaan, merupakan gambaran mengenai perbandingan antara 
laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan 
mengenai besarnya pajak yang terutang. 
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d) Kesimpulan dan usul pemeriksaan, merupakan gambaran hasil 
pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak yang terutang 
berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau 
informasi yang diperoleh dari awal pemeriksaan. 
 
11. Kriteria Wajib Pajak Yang Diperiksa 
a) Wajib pajak dengan SPT Lebih Bayar. 
b) Wajib pajak dengan SPT Kurang Bayar. 
c) Wajib pajak dengan SPT Nihil. 
d) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
e) Wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak sesuai dengan penggunaan norma 
penghitungan penghasilan netto. 
f) Wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. 
g) Wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. 
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12. Bagan Arus (Flow Chart) : 
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A. Analisis dan Pembahasan 
1.    Wajib Pajak Terdaftar 
 Wajib pajak terdaftar dalam KPP Pratama Karanganyar dapat terbagi 
menjadi dua yaitu : 
a. Wajib pajak efektif. 
b. Wajib pajak non efektif. 
Wajib pajak efektif adalah wajib pajak terdaftar dikurangi dengan wajib 
pajak non efektif. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang selama 
dua tahun berturut-turut tidak menyampaikan SPT Tahunan, wajib pajak 
orang pribadi yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya belum 
memberitahukan secara resmi sehingga masih terdaftar di dalam 
administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak orang pribadi yang 
telah pindah alamat tanpa memberitahukan lebih dulu kepada KPP dimana 
WP tersebut terdaftar sehingga keberadaannya sulit ditemukan. 
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Sedangkan untuk wajib pajak badan, wajib pajak non efektif terjadi 
karena badan usaha tersebut sudah tidak menjalankan usaha lagi tetapi 
belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya di KPP Karanganyar, maka 
penulis akan menampilkan data wajib pajak terdaftar di wilayah kerja KPP 
Pratama  Karanganyar.  
 
 
 
 
Tabel 1 
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar  
Per 31 april 2009 
No. 
Wajib 
Pajak 
Terdaftar Menyampaikan SPT 
Tidak 
menyampaikan 
SPT 
  2009 2009 2009 
1 Badan 3.602 3.563 39 
2 OP 30.806 30.475 331 
3 Pemungut 1.948 1.914 34 
4 Total 36.356 35.952 404 
Sumber: Seksi pdi KPP Karanganyar 
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Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang 
terdaftar pada tahun 2009 untuk wajib pajak badan sebanyak 3.602 WP, 
sedangkan yang menyampaikan SPT nya sebanyak 3.563 dan yang tidak 
menyampiakan SPT sebanyak 39. Untuk wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar sebanyak 30.806 WP, yang menyampaikan SPT nya sebanyak 
30.475 dan yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 331. Sedangkan jumlah 
pemungut yang terdaftar sebanyak 1.948, yang menyampaikan SPT nya 
sebanyak 1.914 dan 404 wajib pajak tidak menyampaikan SPT.  
Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dalam penyampaian SPT Tahunan. Agar 
dapat lebih detail tentang keadaan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib 
pajak, maka penulis akan menyajikan tabel penerimaan SPT Tahunan sampai 
april 2009. 
Tabel 2 
Penyampaian SPT Tahunan 
Tahun 2009 
No Jenis SPT 
Tahunan 
Kurang 
bayar 
Lebih bayar Nihil Total  
1 PPh Pasal 21 292 6 2.479 2.777 
2 PPh Badan 619 20 1.015 1.654 
3 PPh Orang 1.413 13 22.618 24.044 
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Pribadi 
 Jumlah  2.324 39 26.112 28.475 
Sumber: Seksi pdi KPP Karanganyar 
Dari tabel 2 diatas dapat dilihat dari total 2.777 SPT PPh pasal 21 yang 
kurang bayar sebanyak 292 SPT, untuk yang lebih bayar sebanyak 6 SPT, sedangkan 
untuk yang nihil sebanyak 2.479. Untuk SPT PPh badan yang kurang bayar sebanyak 
619 SPT, untuk yang lebih bayar sebanyak 20 SPT, sedangkan untuk yang nihil 
sebanyak 1.015. untuk SPT PPh orang pribadi yang kurang bayar sebanyak 13, 
untuk yang lebih bayar sebanyak 13 SPT, sedangkan untuk yang nihil sebanyak 
2.2618 SPT. SPT kurang bayar adalah SPT yang menunjukan pajak yang di bayar 
wajib pajak kurang dari pajak yang sebenarnya terutang, SPT lebih bayar adalah SPT 
yang menunjukan pajak yang di bayar wajib pajak lebih dari pajak yang sebenarnya 
terutang, SPT nihil adalah SPT yang menunjukan kesesuaian antara pembayaran 
wajib pajak  dengan pajak yang sesungguhnya terutang. 
Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap SPT yang menunjukkan hasil Lebih 
Bayar. Hal ini dikarenakan SPT Tahunan yang Lebih Bayar akan diteliti untuk 
dilakukan tindak lanjut yaitu apakah harus dikompensasikan pada tahun 
berikutnnya atau akan direstitusi. Sedangkan SPT yang Kurang Bayar dilakukan 
pemeriksaan karena SPT yang Kurang Bayar mempengaruhi penerimaan pajak. 
2. Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak  
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Penerimaan di sektor pajak dapat meningkat apabila didukung oleh 
beberapa faktor-faktor yang bisa mendukung peningkatan penerimaan pajak. 
Faktor-faktor tersebut dantaranya adalah perkembangan suatu wilayah tersebut 
apakah berpotensi untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Peran pemeriksaan 
untuk menjaga agar penerimaan pajak tidak mengalami kerugian dari target. Untuk 
lebih jelas penulis akan menampilkan tabel berikut. 
 
Tabel 3 
Laporan Penerimaan Pajak KPP Karanganyar 
Tahun 2007-2009 
 
No Tahun Penerimaan pajak (PPh, 
PPN/PPnBM, PBB, Pajak 
lainnya) 
SPMKP (Surat 
Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak) 
% 
1 2007 49.335.436.497 - - 
2 2008 269.175.972.490 27.102.200.491 10,07% 
3 2009 102.364.161.095 5.876.880.257 5,74% 
                                                                  Sumber: Seksi pdi KPP Karanganyar 
Dari ketiga tahun diatas, antara tahun 2007-2009 hanya tahun 2008 yang 
dapat dihitung tingkat penerimaan pajaknya karena tahun 2007 KPP Karanganyar 
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baru berdiri yaitu tanggal 1 November 2007, sedangkan tahun 2009 baru menginjak 
masa kerja sampai pada bulan Mei 2009. Berikut cara perhitungannya : 
0 
Tahun 2007 = 
49.335.436.497 
x 100% = 0% 
      
27.102.200.491 
Tahun 2008 = 
269.175.972.490 
x 100% = 10.07% 
      
5.876.880.257 
Tahun 2009 = 
102.364.161.095 
x 100% = 5.74% 
      
Berkut penulis sajikan tabel selisih penerimaan pajak sebelum pemeriksaan 
dan sesudah pemeriksaan : 
Tabel 4 
Selisih Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Pemeriksaan  
 
Tahun Jumlah 
WP 
Diperiksa 
Penerimaan Pajak 
sebelum 
pemeriksaan 
Penerimaan Pajak 
sesudah 
pemeriksaan 
selisih 
2007 9 49.161.924.316 49.335.436.497 173.512.181 
2008 287 179.631.575.216 269.175.972.490 89.544.397.274 
2009 176 60.628.447.013 102.364.161.095 41.735.714.082 
                       Sumber: Seksi pemeriksaan KPP Karanganyar 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa tahun 2007 saat KPP Karanganyar mulai 
berdiri tanggal 1 November 2007 sampai Desember 2007 terdapat 9 WP yang 
diperiksa dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 49.161.924.316 setelah 
dilakukan pemeriksaan penerimaan pajak bertambah menjadi sebesar Rp 
49.335.436.497, jadi mengalami kenaikan sebesar Rp 173.512.181. Sedangkan 
tahun 2008 selama 1 tahun masa pajak terdapat 287 WP yang diperiksa dengan 
penerimaan pajak sebesar Rp 179.631.575.216 setelah dilakukan pemeriksaan 
penerimaan pajak bertamabah sebesar Rp 269.175972.490, jadi mengalami 
kenaikan sebesar Rp 89.544.397.274.Untuk tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 
terdapat 176 WP yang diperiksa dengan penerimaan pajak Rp 60.628.447.013 
setelah dilakukan pemeriksaan penerimaan pajak bertambah menjadi sebesar Rp 
102.364.161.095, jadi mengalami kenaiakan sebesar Rp 41.735.714.082. 
Dalam melakukan pemeriksaan KPP Pratama Karanganyar menerbitkan 
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dan SKPN (Surat 
Ketetpan Pajak Nihil). Karena SKPKB dan SKPKBT bagian dari penerimaan pajak, 
oleh karena itu wajib pajak yang kurang dalam melakukan pembayaran pajaknya 
harus membayar kekurangan pajaknya.untuk lebih jelas penulis akan meyajikan 
dalam tabel dan berikut : 
Tabel 5 
Laporan Pemeriksaan Pajak Melalui SKPKB 
Tahun 2007-2009 
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Tahun pajak Penerimaan pajak SKPKB % 
2007 49.335.436.497 - - 
2008 269.175.972.490 1.302.174.623 0,48% 
2009 102.364.161.095 2.126.861.541 2,08% 
Sumber: Seksi pdi KPP Karanganyar 
 Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa pada 2008 pemeriksaan melalui 
SKPKB adalah sebesar Rp 1.302.174.623 dan jumlah penerimaan pajak Rp 
269.175.972.490. Sedangkan tahun 2009 pemeriksaan melalui SKPKB sebesar Rp 
2.126.861.541 dengan jumlah penerimaan pajak Rp 102.364.161.095. 
3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pemeriksa Pajak Dalam Melakukan 
Pemeriksaan 
Hambatan-hambatan yang dihadapi pemeriksa pajak dalam melakukan 
pemeriksaan antara lain : 
a. Kurangnya atau rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam peraturan 
perpajakan, khususnya dalam hal pemeriksaan pajak, maksud dan tujuan 
pemeriksaan dan langkah-langkah pemeriksaan. 
b.  Wajib pajak terkadang tidak mau memberikan data yang mendukung 
kebenaran SPT. 
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c.  Adanya kesulitan dalam memperoleh data silang dari pihak ketiga, guna 
melengkapi data yang mendukung pemeriksaan. 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diatas, antara lain : 
a. Melakukan penyuluhan dan pengetahuan kepada wajib pajak tentang 
peraturan perpajakan, khususnya pemerikasaan pajak. 
b. Selalu memeberikan himbauan kepada wajib pajak agar selalu tepat 
waktu dalam membayar pajak. 
 
 
BAB III 
TEMUAN 
 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penelitian di KPP Pratama Karanganyar. 
Maka penulis dapat menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan 
pemeriksaan pajak. Adapun kelebihan dan kelemahan yang dapat ditemukan penulis adalah 
sebagai berikut : 
A. KELEBIHAN 
1. Kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT cukup tinggi, hal ini dapat 
dilihat untuk wajib pajak yang terdaftar sebanyak 36.356 yang 
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menyampaikan SPT sebanyak 35.952 dan hanya 404 wajib pajak yang tidak 
menyampaikan SPT. 
2. Wajib pajak cukup patuh dalam menyampaikan SPT, hal ini dapat dilihat 
untuk penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 sebanyak 2.777 yang nihil 
sebanyak 2.479, untuk PPh badan sebanyak 1.654 yang nihil 1.015 dan 
untuk PPh OP sebanyak 24.044 yang nihil 22.618. 
B. KELEMAHAN 
1. Di KPP Pratama Karanganyar SPT yang kurang bayar mengalami kenaikan 
dari Rp 1.302.174.623 menjadi Rp 2.126.861.541 atau dari 0,48% menjadi 
2,08% dari penerimaan pajak. 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
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 Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya 
yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Di KPP Pratama Karanganyar dari jumlah wajib pajak yang terdaftar 
sebanyak 36.356 yang menyampaikan SPT sebanyak 35.952 dan yang 
tidak menyampaikan sebanyak 404 
2. Penyampaian SPT Tahunan dari jumlah 28.475 yang kurang bayar 
sebanyak 2.324, yang lebih bayar 39 sedangkan yang nihil sebanyak 
26.112 
3. Selisih penerimaan pajak sebelu dan sesudah adanya pemeriksaan, 
tahun 2007 sebesar Rp 173.512.181, untuk tahun 2008 sebesar Rp 
89.544.397.274 sedangkan tahun 2009 sebesar Rp 41.735.714.082 . 
B. SARAN 
  Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab 
sebelumnya yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, maka saran yang dapat penulis 
berikan adalah sebagai berikut : 
1. KPP Pratama Karanganyar harus memberikan penyuluhan kepada wajib 
pajak agar pajak yang di sampaikan sesuai dengan pajak yang 
sebenarnya terutang sehingga dapat meminimalkan pajak yang kurang 
bayar. 
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2. Perlunya pengetahuan wajib pajak agar dapat memperhitungkan secara 
tepat besarnya pajak yang sebenarnya terutang. 
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